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PARAIEM DESA ADA T BENGIKATA
NOMOIIG OV TARIN 2024

FENTANG
LEMBAGA PEINGAMBILAN KU TUSAN (YAIIA VAMITT %)
DESA ADAT BENGKATLA

AIRDACTE T
OM Swastyasitn,

Bl Desn Adat Bengbala meeagmban kosstumn wpsygnabal b am aldat gang
tumbuh berkem b sentn memilibs hikonsnd waal, bk Tk doisional . din ik inewnni wihi
mengatur comah tangganyn sendine yange bebeendiwnnyn diboi dabien Hegiarn ¥oosstuan
epublik Indonesin serla dibakahboan chestensinya bedneatbin Undang Untbang 1 gnibilie
Indonesin Moo 15 Tahon 2008 Tentangy, Pravanst Vahy dan Peeatotan Daeeaby Proe Voaly
Momor A Tabon 2009 tentang, Dot Adat di Baly

Fahwen Dezac Adit Dengthalin incrapabom Desac Adit T gings sueaby febenng o gk
garman iy kumo 1l i sangal el fersoeat dalan Priosacti Hengbalin ging diledatban gk b
feabu Pamg Manda Bars kesembilon graco tevangs b caba 110 aban B b gl 27 Juli
Va1 Macah oleh Fagn See Mihaeaga g Snyapangs Segake saat i Ko Hingthales g
sekaang, mengadi Desa Adat Denphal: dipnitoskin el s swatemitied gaita 2 i ian
dacrah otonom Sepets Bl Desa tusesstern Ul Agrad (el Desay by g dan
lestaats s <ackavangy il tataian kehidupan Desis Adat engbala

Bithwai kedanlation tertngge Desin Adat i pada Patsea i (O i Desa fadat
yang diputuskan oleh Lembagge Pengsanbilan eputusan (Sl Panting 1gsi At
sestant ingekatian bink dabinn bemtak: Pacamin, Pasimabin, oo Pasiangbo pan

Bahve antuk memberiban panduin kegada kemic s Adat dan UPrigora Desia Adal ek
Tata Cara pengambnlan keputusan oleh Desa Adat maka digandang peela antab. membi
pararcim yang mengalor tenting Lembaga Penggnbilan Kopitusan Desi Adit

Bahwi ketentuan hukom: yang mengiad disine dalome penywsanan din pembuatan gatarcmn
i adalah sehigan berikan

I Pasal 1815 ayal (2) Undang-Undang Diasae Megarn Fepublibe Tudonoss “Tahun
1945,

2 Undang-Undang Fepublik Indanesie Momaor 19 Tabun 2027 Tentangsovims Hal
(Lembaran Negata Hepublik lndonesin ' Tahon 20275 Homor 62)

b Peraturan Dacrah Provinse Bale Hoo 4 Taban 2009 tentang e Adat oy Hal
(Lembaran Dacrab Provina Babe Tabun 2009 Homor 4, Tambahian acrab
Provins Balr Momor 4),

4 Peraturan Guobernue Bale Homor 4 Tahun 2020 1entang Pengelolan ¥ cuangit
Desa Adal dy Balr (Heota Dastab Provins Baly Tabun 2020 Yoo 4),

S Peratoran Guabernur Bale Nomor 2 Tahan 2024 tenbang Permurian Pelak sanaast
Peratuaran Dacrah Provins BahMo 4 Tabun 2019 wntang Desa Addat Bl (e
Dicrah Provinsy Bl ‘Tabun 2020 Moo 4,

Koputanan Paruman Agung Diesa Adat se-Bahe Tabun 2009 Nomer - UAEEFIA
BALIZO1 wenting Deklatisi Permbentakan Majelis Desa Adat (94124,

-~
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7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di
Bali Tahun 2020;

8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman  Penyuratan
Pararem Desa Adat;

9. Keputusan Pasamuhan Agung 11l Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022,
Nomor:07/KEP-PSM.III/MDA-BALI/X11/2022, Tanggal 13 Desember 2022
Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabliu
Pamutus) Di Desa Adat,

10. Awig-Awig Desa Adat Bengkala Tahun 2015;

11. Dresta Desa Adat Bengkala

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta hasil
Paruman Desa Adat Bengkala yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal dua puluh
delapan bulan Nopember Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jaba Tengah Pura
Bale agung Desa Adat Bengkala memutuskan, menetapkan, dan  mengesahkan Pararem
Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (Subha Pamutus) Desa Adat
Bengkala .dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:
1. Desa Adat adalah Desa Adat Bengkala

2. Dadiaatau banjar bagian dari di Desa Adat Bengkala tapi bukan banjar adat;

3. Tempekan adalah kumpulan krama tamiu mipil dari desa lain;

4. Krama Desa Adat Bengkala adalah warga masyarakat Desa Adat Bengkala yang
beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Bengkala

5. Krama Ngarep adalah krama wed Desa Adat Bengkala ;

6.  Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi
tercatat di Desa Adat Bengkala .,

7. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di
Wewidangan Desa Adat Bengkala , untuk sementara atau bertempat tinggal dan
tercatat di Desa Adat setempat,

8. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa
Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang
memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber
dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungst membenkan nasihat,
pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan Keputusan bidang adat, tradisi, budaya,
sosial religius, keanfan lokal, hukum adat dan ekonom adat,

9 Pemerintahan Desa Adat adalah penyclenggaraan tata kehidupanbermasyarakat di
Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang
diakwr dan dihormati dalam sistempemenntahan Negara  Kesatuan  Repubhk
Indonesia;

10 Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;

11 Bandesa Desa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Bengkala

12, Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Bengkala  yang
melaksanakan fungsi perimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Desa Adat
Bengkala
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Kena Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan
fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di
Desa Adat

Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi menyangkut
masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;

Pasangkepan Desa Adat adalah lembaga pengambilan keputusan menyangkut
masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Bengkala tahun 2025;

Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-
Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa
Adat.

BABII
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2
Lembaga Pengambilan Keputusan (Sabha Pamuius) memutuskan secara musyawarah
dan mufakat dengan berasaskan:

sareng-sareng/partisipasi;

pemberdayaan, dan
. keberlanjutan.
Prinsip pengambilan keputusan mempertimbangkan adanya keseimbangan dampak
sekala dan niskala

a. kawigunan/kemanfaatan;

b. padumpada/keadilan;

c. manyamabraya/kekeluargaan;

d. gilik-saguluk/kebersamaan;

e. parasparo/musyawarah;

f.  salunglungsabayantaka/kegotongroyongan;
g sarwaada/anekatwa’keberagaman;
h. kesetaraan

i.  Bali mawacara /kesatuan Bali;

j. kemandirian

k.

L

m

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan
Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati,
menetapkan,  dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman,
pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat;

Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan
keputusan desa adat;
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BAB IV
RUANG LINGRUP
Pasal

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambilan Keputuaan mehput

a.

s

e o

(n

()

(4

(h

()

(R}

Krama Desa Adat

Tata Pemerintahan Desa Adat

Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman, Pasamuhan, dan Pasanpkepan),
Quorum dan Tatacara Pengambilan Keputusan

Produk Hukum Adat

BAB YV
KRRAMA DESA ADAI
Pasal §

Krama diwestdanganDesa Adat terdim atas Nrama Desa ddat Koo Tumo dan
Tamiu,

KramaDesaddatsebagamana dunaksud ayat (1) teedin stes Arvsa Npurep dan
Krama Nvada;

Krama Tamue scbagaunana dimaksud ayat (Dietdin stas Aroma Jamo Sgerey
Keama Tamuu Padgatukalse dan Krama Tamu Padunungan

Tumue  scbagammana  dimaksud  ayat (1) derdin alas T Npvrwgeg, Famiu

Padplatakala dan Tamue Padunungan

Pasal o
Krama DesaAdat terdathar 1'.'.|i\l' di Desa Adatl dengan bepala Velusrpa dovebut Krama
Peagarep,

Krama Pengarep schaganmana dimaksud ayat (1) dibesbansa alas £

rrgurp .'.."g(n'
dan Pengarep Bolu
Arama Tamau Sgergey dan Tosun Nperwey tendatiar i Desa Adal Jengan aepala
kelvarga disedut Pe ngrRiet
RARNI
TATA PEMERINTAHAN DESA ADAL

Pasal *

Tata Pomenanen Dose Adsl lenbinn sias wissed ANolembagaanPymgrmcanan Desg

Adat dan | embaga Pengershidas K oputusan

Kelempagasn Pemonmahan Desa Adai sebugaunana doreasal paia syt (1) weden
alay
A Prow Do Adet

b Sabha Dess Adat
¢ Koate Dese Adu

Tes WAl (an

[ -

¢ Dacha
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Lembaga Pengambilan Keputusan sebagmmana dumaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.  Paruman Desa Adat;

b,  Pasamuhan Desa Adat: dan

c¢. Pasangkepan Desa Adat.

Pasnl 8

Dalam melaksanakan Pemerintahan, Prajuru Desa Adat dibantu olch Lembaga Adat
dan didampingi oleh Lembaga Utsaha Desa Adat:
Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
Paiketan Pemangku;

Paiketan Serati;

Pacalang;

Panyukerta (Bankamda);

Yowana Desa Adat;

Paiketan Krama Istri;

Pasraman;

Sckaa Santhi;

p o o

Tm oo

Lembaga Utsaha Desa Adat scbagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Labdha Pacingkreman Desa (LPD);
b. BhagaUtsahaPadruwen Desa Adat (BUPDA).

BAB VII

PARUMAN, PASAMUHAN, DAN PASANGKEPAN
Bagian Kesatu
Paruman Desa Adat

Pasal 9
Paruman Desa Adat terdiri atas:
a. Paruman Agung;
b. Paruman Madya; dan
c.  Paruman Alit.

Paruman Desa Adat dipimpin oleh Kelian Desa Adat atau Prajuru yang ditunjuk oleh
Kelian Desa Adat dan didampingi oleh Prajuru lainnya

Pasal 10
Paruman Agung merupakan paruman (ertinggi desa Adat  yang disclenggarakan
sekurang-kurangnya satu kali dalam § (lima) warsa;
Paruman Agung dilaksanakan disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;
Paruman Agung sebagai pemegang keputusan (ertinggi, berwenang:
menetapkan dan mengesahkan Awig-awig Desa Adat;
melakukan perubahan terhadap Awig-awig Desa Adat;
mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama masa bak(i 5 (lima) warsa;
menyusun dan menetapkan Program pembangunan lima tahunan Desa Adat;
menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan prajuru Desa Adat
memilih dan menctapkan Prajury Desa Adat;
memutuskan dan menetapkan pemberhentian Prajuru Desa Adat;
menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifal strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa Adal.

o

—_
=


https://v3.camscanner.com/user/download

Q)

ey

@
)

)

(M

@

€

@

Keputusan Parnwenan Agung mengilat selutuh Arvana Desa Adat, Krama Tanttu, dan
Tamut

Pasal 11
Parenan  Madva merupakan parwnan linglat menengah desa Adat  yang
disclenggaralean selcurang koranguya satu kall dalam [ (satu) warsa.
Paruman Madva dilakzanazan disesuailan jika dipandang penting dan mendesal:,
Paruman Madva sebagai pemegang Keputusan Desa Adat thiglat menengals,
berwenang:
penelapan Anggaran Pendapatan dan lelanja Desa Adat;
menelapkan dan mengesalikan Pararem Desa Adat,
melakukan perubahan terhadap Pararem Desa Adal,
mengevaluasi pelalisanaan program kerja lahunan prajuru desa atlal;
menyasun dan menelaplan program kerja talinan Desa Adat,
menilai lanerja dan laperan perlanggungjawahan keaangan talunan prajura Desa
Adat,
g. menelapkan dan mengesahkan Praion Satiha Desa,
h.  menetapkan dan mengesablkan rajwru Kertha Desa,
1. menetapkan dan mengesalikan Prajuru LI'D,
j.  menetapknn dan mengesalhkan Prajuru BUPDA,
k. menilai Kinerja dan Pertanggungjowaban Ulsaha 1.PD,
1. menilai Kinerja dan Pertanggungjewaban Utsaha BUPDA,
m. menetapkan keputusan dan ketelapan strategis menengah lainnya yang
dianggap perlu;

me e T

Keputusan Parwman Madya mengiknt seluruh Krama Desa /Adat, Krama Tamiu, dan
Tamiu,

Pasal 12
Paruman Allt merupakan parwnan tingla!t perlama Desa Adat yang diselenggarakan
selkurang-kurangnya satu kal dalam 1 (satu) warsa,
Paruman Alll dilaksanakan alau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan
meadesak;
Parwnan Allt sebagal pemegang Keputusan Desa Adat tingkat pertama, berwenang:
menetapkan dan mengesabkan prajura kelembagaan Desa Adat,
menetapkan dan mengesahkan panitia pelaleiana kegialan,
mengevaluasi pelaksanann kinerja kelembagaan Desa Adat;
mengevaluasi pelaksanann kinerja pamtia pelaksana kegiatan,
menclapkun program kerja Kelembagaan Desa Adat;
menetnpkan program kerja kepanitiann pelalsana kegiatan,
menilai ldnerja dan laporan perlanggungjawaban kenangan Kelembagaan Desa
Adat;
h. menilai kinerja dan laporan perlanggungjawaban keuangan panitia pelaksana

»

® me a0 T

kegiatan;
i. menetapkan keputusan dan ketelapan strategis dasar lainnya yang dianggap
perlg;
Keputusan Parwman Alir mengikat seluruh Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan
Tamiu.
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Pasal 13
Poraman Agung Desa Adat dihadiri oleh Pangarsp Krama Adat.

Peroman dapat dilaksanakan spabila peserta yang hadir lebih dari separo yang
schenanya hadir,

Pasal 14
Paruman Madye Dess Adat dihadin oleh:
Prajuru Dess Adat;
Prajaru Sabha Desa,
Prajuru Kertha Dess;
Kelian Dadia;
Kelian Tempek ,
Kelian Dinas;
Kclian Lembaga-lembaga Desa Adat.
Panunan Madya dapat dileksanakan apabila peserta yang hadir lebih dan separo yang
seharusnya hadir;
Paruman Madya dapat melibatkan perwakilan Pengrajeg Krama Tamiu dan
Pengrajeg Tamiu sebagar Penmmjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak
memilia hak pemutus);

© me p oo

Pasal 15
Paruman Alit Desa Adat sckurangnya dihadin olch.

a. Prajuru Desa Adat;
b. Kelian Sabha Desa;
c. Patajuh Kertha Desa;
d. Kelian Banjar Adat;
c. Kelian Banjar Dinas;

Panonan Alit dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dan separo yang
seharusnye hadir;

Paruman Alit dapat melibatkan Perwakilan PengrajegKrama Tamiu dan
PengrajegTamiu sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak
memiliki hak pemutus);

Pasal 16

Sebclum Pelaksanaan Paruman Agung, wajib didahului dengan pelaksanaan
Parumanan Madya atau setidaknya Paruman Alit;

Pelaksanaan Paruman Madya atau Parwman Alit sebagaimana dimaksud ayat (1)
bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan Pariwmnan Agung;

Bagian Kedua
Pasamrhan

Pasal 17

Pasamuhan Desa Adat merupakan rapal kerja tertinggi yang diselenggarakan paling
sedikit] (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Prajuru Desa Adat;

Pasamuhan Desa Adat diadakan dengan tujuan:

a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam Paruman Agung menjadi program

operasional tahunan Desa Adat ;

b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman madya;
c. menyjapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman agung;


https://v3.camscanner.com/user/download

3)

(m

@

)

)

@

()

4

d.  mengevaluasi pelaksanaan program desa adat (ahun sebelumnya;

¢, mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan desa adat ahun sebelumnya;

I, mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan desa adat tahun sebelumnya.
Keputusan  yang  dihasilkan  dalam  pasamuchan Desa Adat mengikat peserta
pesamuhan secara kelembagaan;

Pasal 18
Pasamuhan Desa Adat sekurang-kurangnya dihadiri olch:
Paduluan Desa
Prajuru Desa Adat;
Prajuru Sabha Desa;
Prajuru Kertha Desa;
Kelian Banjar Adat;
Kelian Dinas
Kelian Kelembagaan Adat;
Kelian Dadia;

Pasamuhan Desa Adat dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari
separo yang seharusnya hadir;

& e

FR &M e a0

Bagian Ketiga
Pasang kepan

Pasal 19
Pasangkepan sebagai lembaga pengambilan keputusan terdiri atas:
Pesangkepan Prajuru Desa Adat
Pasangkepan Sabha Desa;
Pasangkepan Kertha Desa;
Pasangkepan Dadia/Paibon
Pasangkepan Banjar Adat;
Pasangkepan Kelembagaan Adat;
. Pasangkepan Bhaga Utsaha Desa Adat
Pasangkepan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdin atas:
a.  Pasangkepan rutin;
b. Pasangkepan diperluas;
c. Pasangkepan insidental.

= me e o

Pasal 20

Pasangkepan Prajuru Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait
dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat:

Pasangkepan Sabha Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat
terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa;

Pasangkepan Kertha Desa mengambil keputusan tentang masalah icknis Desa Adat
terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa;

Pasangkepan Dadia/Paibon mengambil keputusan tentang masalah weknis Desa Adat
terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Dadia/Paibon dalam lingkup Desa
Adat;
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Pasanghepan Bugae Adat oengmnbil Teptoe teptamge tpwandnhi ke Wkt
detnggan tugas-tugas dan tangese beelembagaan Dingar Adat dabuen Digeh age D Al

Pasangkepantembaga-Len b Adot wengmmlal ke pnnean tendange paslali 165410
terkait denpan tugas-tugas dan foogesd s wmsinge Eenduga Adat dalaii Tingek g
Desn Adat,

PasangkepanBhagaUitsahun Dvan mengtiombil Fepibaan fenbange s alid g nge bt
dengtan tggas-tagas dan fmgest gt el sy

Pasul 21
asangkepan Rutin acalaly paaangeepmn yongt dilabantaknn secann v setng s
sesual penctapan masing-masing lem by,
Pasangkepan Koordinasi adalaly pasingleeyn gonge il sibane antar lenibgn
karena kebutubun tertentu vangs petha dan mendosnk,
Pasangkepan Insidental nclalah pasanglepmn yange dilnbksanmakan bareoan bebnitaboin
tertentu yang, perlu dan meadesake oleh masing: masing lembiga

BAB VI
QUORUN DAN PENGAMBILAN KN USAN

Pusnl 22

Parwman, Pasamehan, don Pasanghepan duygataban guoram apababa dibadies oleh
Ichih dari separo pesertin yang selarusnya hiadi,

Apabila peserta belum quormm sesuat gidveal gong ditetapkan, maka Parinen,
Pasanuihen, dan Pasungdeepan dinnddar selima |y,

Apabila sctelah diundur selama sepam, peserta belum quanim saka Paioman,
Pasanuhean, dan Pasanghepan dapat datunda atan Fangsungt menggonakan e ainsine
“maseral kalal™,(Mencoima keputusan yang o Livailan).

Penundaan sebagaimana dunakaud ayit (3) sclmi-lmanyga asasih,

Apabila sctelah dilakukan penundaan selami sebaggmani ayil (%) dan igat (4) dan
dilakukan Parumean, Pasamuhan, dan Pasanghepan untub sembabins agendn yang
sama maka pengambilin keputusan tdak lagi mempertumbangban quorn, tatgur
menggunakan ketentuan “maserah kalah®,

Pasaul 23
Keputusan — dalam  Paruman,  Pasamuhan,  dim - Pasangbepan Sl dan
ditetapkansceara Musyawarah Mufikat,
Musyawarah dalam  Paruman, Pasamuhan, den Pasanghepan Silarakan melaha
mekanisme Pasuara yang disiunpatkan olel masing-masing pesenta,
Mufakat dalam  Paruman, Pasamuhan,  danlPosanglepan didasan atas domnas
pasuara dan asas giltk sagrluk, pura sporo, salubmgvaayantokn
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BAB IX
PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

Tata uratan produk hukum Desa Adat terdiri atas:
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Awig-awig;
Pararem Desa Adat;
Keputusan Desa Adat;
Ketetapan Desa Adat;
Keputusan Prajuru Desa Adat;
Keputusan Bandesa Adal;
Surat Edaran, dan
Produk hukum lainnya.
Pasal 25
Putusanyang dihasilkan oleh Paruman Desa, dinyatakan dalam bentuk :
a. Awig-awig Desa Adat;
b. Pararem Desa Adat;
c. Ketetapan Desa Adat; atau
d. Keputusan Desa Adat
Putusan yang dihasilkan oleh Pasamichan, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa
Adat;
Putusan yang dihasilkan dalam Pasangkepan, dinyatakan dalam bentuk:
a, Keputusan Prajuru Desa Adat,;
b. Keputusan Bandesa Adal;
c. Surat Edaran Desa Adat;alau
d. Produk Hukum lainnya

BAB X
PARUMAN AGUNG LUAR BIASA/ SALAH MASA
Pasal 26

Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masa adalah paruman Desa Adat yang
dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adal tidak melaksanakan Paruman Agung
Desa Adat dalam 2(dua) vsarsa berturut-lurut;

Paruman Agung Luar Biasa/Salali Masa diadakan atas usul Krama Desa Adat dan
diputuskan dalam pasangkepan koordinasi antara Sabha Desa dengan Kertha Desa
dan atas ijin rekomendasi Desa Linggih (Paduluan Desa)

Parwman Agung Luar Biasa/Salah Masa dipimpin oleh Kelian Sabha Desa atau
Kelian Kerta Desa:

Peserla dan kewenangan Paruman Agung Luar Biasa/Salah Masasama dengan
Paruman Agung.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-
awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambilan
Keputusan (Sabha Pamutus).
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Pasal 28
(1) Pararem Desa Adat ini berlaku scjak diumumkan pemberlakuannya;

(2) Agar Krama Desa Adat mengelahui dan memabami pararem ini, maka Prajuru
DesaAdat berkewajiban melakukan sosialisasi sccaraoptimal;

(3) Biladipandangperlu,scbagaiakibatadanyaperkembangansituasi,kondisi.dan/ataukebutu
hanDesa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimanamestinya.

BANDESA ADAT BENGKALA

I KOMANG SUKA
DIUMUMKAN MENGETAHUI
PEMBERLAKUANNYA MAJELIS DESA ADAT (MDA)
DALAM PARUMAN DESA ADAT PROVINSI BALI
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